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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian 

Kinerja (SIRIKA) Di Kementerian Dalam Negeri  

Ronida, Mala Sondang Silitonga, Asropi 

simanjuntakronida@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab belum 

optimalnya implementasi kebijakan SIRIKA di Kemendagri serta strategi yang 

dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan SIRIKA tersebut. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat lima indikator penyebab belum optimalnya 

implementasi kebijakan SIRIKA di Kemendagri. Pertama, indikator organisasi 

belum menunjukkan pemanfaatan SDM dan anggaran sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan pembangunan SIRIKA. Kedua, indikator aplikasi masih belum baik 

karena SIRIKA masih dalam tahap penyempurnaan sehingga penggunaan SIRIKA 

menjadi belum efektif dan efisien dalam proses perencanaan dan penganggaran di 

Kemendagri. Ketiga, indikator kekuasaan juga masih belum cukup baik karena 

belum ada sikap tegas dari pimpinan terkait dengan instruksi penggunaan SIRIKA. 

Keempat, indikator karakteristik lembaga juga belum mampu membuat para agen 

pelaksana kebijakan di Unit Kerja Eselon I untuk menggunakan SIRIKA dengan 

baik dan bertanggung jawab sesuai dengan instruksi pimpinan. Kelima, indikator 

kepatuhan masih sangat rendah dalam merespon instruksi pimpinan agar 

menggunakan SIRIKA dengan taat dan tertib dalam proses perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri.  

Kata kunci: SIRIKA, perencanaan dan penganggaran, indikator. 
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ABSTRACT 

Implementation of the Performance Planning and Control Information System 

(SIRIKA) Policy at the Ministry of Home Affairs 

Ronida, Mala Sondang Silitonga, Asropi 

simanjuntakronida@stialan.ac.id 

Politeknik STIA LAN Jakarta  

This study aims to explain the factors causing the suboptimal implementation of the 

SIRIKA policy at the Ministry of Home Affairs and the strategies undertaken to 

optimize it. The method used in this research is descriptive qualitative. Data 

collection was carried out through interviews, observations, and document reviews. 

The research findings indicate five key indicators contributing to the suboptimal 

implementation of the SIRIKA policy at the Ministry of Home Affairs. First, the 

organizational indicators: human resources and budget utilization have not met 

expectations. Second, the application indicators: SIRIKA is still undergoing 

refinement, making its use ineffective and inefficient. Third, the authority 

indicators: there is a lack of firm leadership in enforcing instructions for using 

SIRIKA. Fourth, the institutional characteristics indicators: implementing agents 

are not yet proficient in using SIRIKA according to the instructions. Fifth, the 

compliance indicators: there is low adherence to instructions for using SIRIKA in 

planning and budgeting. 

Keywords: SIRIKA, planning and budgeting, indicators. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

 “Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, 

makmur secara material dan spiritual, dalam wadah negara kesatuan Republik 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu.” (UU 9/1995). Hal tersebut 

tercantum dalam lembar penjelasan undang-undang terkait usaha kecil. Sejalan 

dengan hal tersebut, maka dibutuhkan tata kelola yang baik dalam pemerintahan 

(good governance) untuk mendukung sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga 

tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. Tata kelola yang baik dalam 

pemerintahan tersebut, telah didukung dengan melakukan reformasi birokrasi pada 

delapan area perubahan, yaitu: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan 

Perundang/Deregulasi Kebijakan; (3) Penataan Organisasi/Kelembagaan; (4) 

Penataan Tatalaksana; (5) Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; (6) 

Penguatan Akuntabilitas; (7) Pengawasan; dan (9) Pelayanan Publik. 

(PermenPAN-RB 3/2023). Adapun tujuan dari reformasi birokrasi pada delapan 

area perubahan tersebut adalah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam 

pemerintahan, memiliki integritas tinggi, produktif, serta memberikan pelayanan 

prima untuk meningkatkan kepercayaan publik. (Kemenko PMK, 2019). 

Menyikapi hal itu, lembaga pemerintah pun dituntut oleh publik sebagai 

stakeholder untuk meningkatkan performanya lebih kompetitif dan profesional. 

Lembaga pemerintah dalam melayani publik memanfaatkan sumber-sumber 

keuangannya yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN 

bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. 

(Kemenkeu, 2022). Di samping itu, publik juga menghendaki agar setiap lembaga 

pemerintah dapat mencapai visi dan misinya dengan melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing untuk memberikan dampak positif bagi publik secara 

umum. Selain itu, ada tingkat kepercayaan publik yang harus dijaga terhadap 

kinerja lembaga pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus 
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semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 

(Kemenkeu, 2020).  

Perpres 114/2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam 

Pasal 4 menyebutkan bahwa untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara, maka tugas Kemendagri adalah menyelenggarakan segala 

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Kemendagri dalam mendukung 

pelaksanaan tugasnya, menyusun program dan kegiatan yang tercantum dalam 

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran atau yang disebut juga dengan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Program dan kegiatan 

Kemendagri tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni 

(RM), PNBP, Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah 

Langsung Dalam Negeri (HLDN). Dokumen perencanaan terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Adapun dokumen 

penganggaran berisi alokasi anggaran yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga 

yang dapat dilihat pada RKA-K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

(Tawazan, dkk., 2023). Dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah erat 

kaitannya, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran dalam proses pelaksanaannya: 

 

Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, 2022 

 

 



3 
 

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, berdasarkan Permendagri 8/2018, 

diamanatkan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam hal 

koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, serta 

pelaporan kinerja terkait pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan 

Kemendagri.  Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam hal perencanaan dan 

penganggaran menyampaikan usulan program dan kegiatan Kemendagri kepada 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Usulan 

rincian biaya program dan kegiatan yang tercantum dalam RKA-K/L tersebut 

menjadi sebuah dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan 

Kemendagri untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, baik yang masuk 

dalam prioritas nasional maupun yang bukan prioritas nasional.  

Pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan ada kalanya mengalami 

perubahan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan 

anggaran atau yang kita sebut sebagai revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), yaitu: 1) Karena banyaknya kebutuhan tahun anggaran yang belum 

tercakup dalam perencanaan yang disusun pada tahun sebelumnya; 2) Adanya 

kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah atau perubahan program prioritas 

yang belum terakomodir dalam perencanaan anggaran di tahun sebelumnya; 3) 

Perubahan sistem atau metode dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya, contohnya pada saat Pandemi Covid 19 yang lalu banyak kegiatan 

yang bersifat luring dialihkan ke daring; dan 4) Adanya optimalisasi anggaran untuk 

merespon kondisi perekonomian negara sehingga dilakukan refocusing dan 

realokasi anggaran yang diikuti dengan kebijakan pencadangan anggaran atau 

automatic adjustment. Dari sejumlah pertimbangan yang telah disampaikan, awal 

permasalahan sesungguhnya adalah karena sistem perencanaan dan penganggaran 

belum terintegrasi dengan sempurna. (DJPb Kemenkeu, 2022). Menurut Tawazan 

dkk. (2023) dalam tulisan mereka tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran 

mengatakan bahwa integrasi data perencanaan dan penganggaran K/L dilakukan 
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untuk menghindari terjadinya duplikasi terkait dengan penyediaan dana, baik dana 

yang bersifat investasi atau kebutuhan pembiayaan operasional.    

Perencanaan menurut Listyaningsih (2014;90) adalah: 

“Rangkaian proses yang berkesinambungan yang mencakup dua aspek, 

yakni: formulasi perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan berfungsi 

sebagai kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan perencanaan 

tersebut juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.” 

Di sisi lain, Anthony dan Govindarajan (2005;90) mengemukakan definisi 

penganggaran adalah perencanaan keuangan dalam periode satu tahun dan 

digunakan sebagai alat pengendalian dan perencanaan untuk jangka pendek. 

Perencanaan dan penganggaran berdasarkan definisinya mempunyai peran yang 

penting bagi organisasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya perencanaan dan 

penganggaran saling bersinergi dalam sebuah sistem. Sedangkan definisi sistem 

adalah “rangkaian bagian-bagian yang saling berinteraksi dan mempengaruhi 

antara satu dengan lainnya secara utuh dan menyeluruh.” (Edgar F. Huse dan 

James L. Bowdict, 2013). Pendapat lainnya dari L. James Havery (2000) adalah: 

“sistem merupakan prosedur yang dirancang dalam suatu rangkaian 

komponen dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Sistem berfungsi 

sebagai suatu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

yang bersifat rasional dan logis.” 

 Jika perencanaan dan penganggaran terintegrasi dalam sebuah sistem, maka sistem 

tersebut akan menjadi sebuah prosedur dan dokumen yang digunakan dalam setiap 

kegiatan perencanaan dan penganggaran. Sistem tersebut akan senantiasa menjadi 

satu kesatuan yang digunakan sebagai alat kontrol dan evaluasi dalam penyerapan 

anggaran.  

Saat ini lembaga pemerintah atau K/L juga telah menerapkan sistem atau 

platform untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di lingkungannya 

masing-masing. Contohnya: Kemenkeu dengan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi), dan BAPPENAS dengan KRISNA (sistem Kolaborasi 

Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). SAKTI merupakan sistem yang 

digunakan sebagai sarana atau alat pendukung dalam implementasi penggunaan 

SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) pada pengelolaan keuangan 
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dari tahap perencanaan sampai dengan perjanggungjawaban anggaran. SAKTI 

tersebut mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja (satker) dan digunakan 

untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan K/L secara elektronik. DJPb 

Kemenkeu (2023). Sedangkan KRISNA merupakan sistem e-planning yang 

terintegrasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam mendukung setiap tahapan 

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. (KSI-Indonesia, 2020).  Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga turut membangun platform 

yang mengintegrasikan perencanaan (e-planing) dan pengganggaran (e-budgeting) 

sebagai upaya untuk mengawal pembangunan nasional dan akuntabilitas keuangan 

negara dan daerah dalam rangka meningkatkan perencanaan dan penganggaran 

yang berkualitas, partisipatif, transparan, dan akuntabel. (BPKP, 2017).  

Kemendagri sejak tahun 2021 yang lalu, telah membangun aplikasi SIRIKA 

untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran serta pengawasan 

kinerja anggaran di Unit Kerja Eselon I (UKE I) Kemendagri. Platform ini adalah 

aplikasi Kemendagri yang memuat data tentang perencanaan, penganggaran, 

pengendalian, dan evaluasi kinerja. Namun dalam penelitian ini hanya akan 

membahas tentang perencanaan dan penganggaran yang ada pada aplikasi SIRIKA, 

sedangkan pengendalian dan evaluasi kinerja tidak akan dibahas oleh peneliti 

karena pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut dapat dinilai dan diukur jika 

dalam perencanaan dan penganggarannya, baik dokumen maupun prosesnya 

berjalan dengan baik serta realisasi penggunaan anggaran setiap bulannya juga 

mengalami kenaikan sehingga dalam laporan kinerja anggaran triwulan akan 

menunjukkan kenaikan yang signifikan. Di samping itu, peneliti adalah staf dari 

Bagian Program Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang secara substansi 

Bagian Program bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri, mulai dari awal hingga akhir tahun anggaran. 

Berikut adalah gambar fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi SIRIKA 

Kemendagri: 
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Gambar 2. Fitur-Fitur dalam Aplikasi SIRIKA 

Sumber: Kemendagri, 2021 

 Adapun urgensi dalam pembangunan SIRIKA di Kemendagri adalah untuk 

mendukung kinerja perencanaan dan penganggaran di  Kemendagri agar lebih 

efektif dan efisien, tertib serta terkoordinir dalam proses pelaksanaan maupun 

dokumennya. Ada dua belas UKE I di Kemendagri, yaitu: Sekretariat Jenderal 

(SETJEN), Inspektorat Jenderal (ITJEN), Direktorat Jenderal Politik dan 

Pemerintahan Umum (Dirjen POLPUM), Direktorat Jenderal Bina Administrasi 

Kewilayahan (Dirjen Bina ADWIL), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen 

OTDA), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina BANGDA), 

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina PEMDES), Direktorat 

Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen KEUDA), Direktorat Jenderal Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Dirjen DUKCAPIL), Institut Pemerintahan Dalam Negeri 

(IPDN), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), dan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), yang dalam proses perencanaan 

dan penganggarannya dikawal terus oleh Bagian Program Biro Perencanaan 

Sekretariat Jenderal Kemendagri.  

Kedua belas UKE I tersebut di atas akan menyampaikan dokumen 

perencanaan dan penganggaran mereka kepada Biro Perencanaan Sekretariat 

Jenderal Kemendagri. Dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut akan 

diturunkan/didisposisikan oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Bagian Program 
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untuk selanjutnya diproses atau ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. 

Semua dokumen perencanaan dan penganggaran yang diterima oleh Bagian 

Pogram dari kedua belas UKE I adalah bersifat penting dan segera. Oleh karena itu  

diharapkan dengan dibangunnya sebuah sistem informasi yaitu SIRIKA, dapat 

membuat kinerja Bagian Program lebih baik dan proses perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri akan lebih tertib dan terkoordinir beserta dokumen-

dokumen pendukungnya karena baik proses maupun teknis pelaksanaan kerja 

terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut bukan lagi bersifat 

manual tetapi telah bersifat sistematis. Selain harus mengurus dan memproses 

semua dokumen perencanaan dan penganggaran dua belas UKE I, Bagian Program 

juga harus memantau dan memastikan bahwa proses perencanaan dan 

penganggaran di UKE I Kemendagri yang mencakup realisasi, pengajuan revisi, 

dan pencapaian output berjalan dengan baik.  

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk memudahkan Bagian Program dalam 

pelaksanaan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membangun sebuah sistem 

yang dapat mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan penganggaran dari dua 

belas UKE I di Kemendagri sehingga koordinasi terkait perencanaan dan 

penganggaran dengan UKE I akan lebih efektif dan efisien. Disamping itu dengan 

adanya SIRIKA maka penyajian data terkait perencanaan dan penganggaran akan 

lebih akurat dan real time. Sebelum adanya kebijakan SIRIKA, dokumen 

perencanaan dan penganggaran masing-masing UKE I tersimpan dalam bentuk 

hard copy yang dikirimkan kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. 

Data yang tersimpan dalam bentuk hard copy tersebut juga tidak akurat dan real 

time. Seiring dengan kebutuhan dan pelaksanaan program/kegiatan di UKE I 

Kemendagri, ada beberapa revisi yang dilakukan terhadap postur anggaran. Jika 

terdapat revisi pada dokumen perencanaan dan penganggaran UKE I, maka UKE I 

akan mengirimkan kembali dokumen perencanaan dan penganggarannya kepada 

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang selanjutnya akan diteruskan dan 

ditindaklanjuti oleh Bagian Program. Hal ini tentunya membuat dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang diterima oleh Bagian Program akan semakin 
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banyak karena setiap perubahan anggaran yang dilakukan oleh UKE I harus 

disimpan sebagai bukti atau data dukung jika sewaktu-waktu diperlukan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk lebih menguatkan landasan 

pembangunan SIRIKA, maka  Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan 

melalui Permendagri 18/2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, 

Dan Evaluasi Kinerja Di Kementerian Dalam Negeri, dimana dalam Pasal 46 

menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Kemendagri membangun dan 

mengembangkan SIRIKA yang dalam hal ini Biro Perencanaan ditunjuk sebagai 

penanggung jawab rancang bangun SIRIKA di Kemendagri.  

 Kebijakan SIRIKA mengamanatkan agar seluruh UKE I di Kemendagri 

menggunakan SIRIKA sebagai integrasi data khususnya data perencanaan dan 

penganggaran. SIRIKA ini juga dirancang untuk memudahkan UKE I dan Biro 

Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam mengakses data terkait dengan 

perencanaan dan penganggaran serta memantau kinerja anggaran melalui 

penyerapan anggaran di Kemendagri yang tertera atau terinput di SIRIKA. 

Diharapkan dengan adanya SIRIKA ini, Bagian Program tidak perlu lagi 

melakukan koordinasi tertulis lewat Nota Dinas secara berulang untuk meminta 

data maupun dokumen terkait dengan perencanaan dan penganggaran UKE I 

Kemendagri. Untuk jangka panjang, rencananya SIRIKA akan terintegrasi dengan 

aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dan aplikasi KRISNA BAPPENAS, agar 

data perencanaan dan penganggaran yang tersimpan dalam SIRIKA tersebut akurat 

dan real time dengan  data perencanaan dan penganggaran yang tersimpan dalam 

SAKTI dan KRISNA. Adapun penggunaan SIRIKA dalam perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri saat ini dapat kita cermati dari tabel berikut: 
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Tabel 1. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran dalam SIRIKA 

Sumber: SIRIKA Kemendagri, 2023 

No. Sub Sistem 

Informasi 

Perencanaan 

Keterangan Sub Sistem 

Informasi 

Penganggaran 

Keterangan 

1. RPJMN Data Tersedia Review Baseline Data Belum 

Tersedia 

2. RENSTRA Data Belum 

Lengkap 

(Dalam Tahap 

Pengembangan 

untuk Integrasi 

dengan 

KRISNA 

BAPPENAS) 

RKA-K/L Data Belum 

Lengkap 

(Dalam Tahap 

Pengembangan 

untuk Integrasi 

dengan SAKTI 

Kementerian 

Keuangan) 

3. RENJA Data Tersedia Informasi 

Penganggaran 

Data Belum 

Tersedia 

4. TOR dan RAB Data Belum 

Tersedia 

secara 

Lengkap 

KPJMN Data Belum 

Tersedia 

5. Perjanjian Kinerja Data Tersedia Revisi (Anggaran, 

Administratif, RPD) 

Data Belum 

Tersedia 

6. Manual Indikator Data yang 

Tersedia hanya 

Manual 

Indikator 

Kinerja Level 

Kementerian, 

sedangkan 

Data Manual 

Indikator 

Kinerja Level 

Eselon I dan II 

Belum 

Tersedia 

  

7. Rencana Aksi Data Belum 

Tersedia 

  

8. Peta Strategis Data Belum 

Tersedia 

  

 

Berdasarkan informasi yang dicantumkan pada tabel di atas, diketahui bahwa 

penggunaan SIRIKA di Kemendagri saat ini masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Beberapa hal yang menyebabkan penggunaan SIRIKA belum optimal 

di UKE I Kemendagri adalah sebagai berikut:  
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1. Data TOR (Term of Reference) dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) 

beberapa UKE I di Kemendagri belum tersedia secara lengkap pada menu TOR 

dan RAB SIRIKA. Hal ini disebabkan oleh kelalaian beberapa UKE I yang 

belum mengirimkan file/dokumen TOR dan RAB tersebut pada menu yang telah 

disediakan dalam SIRIKA. Gambar dibawah ini adalah salah satu contoh UKE 

I yang belum mengirimkan file/dokumen TOR dan RAB dalam SIRIKA. 

  

 

Gambar 3. Tampilan Menu TOR dan RAB Pada SIRIKA 

Sumber: SIRIKA Kemendagri, 2023 

 

Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, Biro Perencanaan Sekretariat 

Jenderal Kemendagri mengirimkan surat permintaan TOR dan RAB kepada 

UKE I. Mengutip Juklak Nomor: 1/JUKLAK/SESMEN/02/2014, Kementerian 

PPN/BAPPENAS menjelaskan bahwa TOR adalah dokumen rencana kegiatan 

yang berisi: latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran, metode 

pelaksanaan, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan. 

Sedangkan RAB adalah dokumen yang memuat rincian detil terhadap rencana 

kebutuhan besaran biaya untuk menunjang terlaksananya kegiatan seperti yang 

tertuang dalam TOR. Dalam buku Pokok-Pokok Proses Penyusunan Anggaran 

Belanja K/L yang disusun oleh Kementerian Keuangan, 2015, dikatakan bahwa 

K/L wajib Menyusun TOR dan RAB pada level output untuk kemudian 
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dilakukan penelitian guna memastikan konsistensi, kesesuaian target kinerja, 

dan kelayakan serta kewajaran anggaran. Jika pada saat trilateral meeting K/L 

tidak menyampaikan TOR dan RAB, maka K/L tersebut akan mengalami 

pengurangan pagu anggaran dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Oleh 

karena itu, SIRIKA sebagai sistem informasi yang dibangun dalam perencanaan 

dan penganggaran sudah sepatutnya digunakan dalam penyimpanan TOR dan 

RAB UKE I di Kemendagri. 

2. Informasi penganggaran terkait Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Sisa 

Anggaran UKE I di Kemendagri belum terinput secara berkala dalam SIRIKA. 

Kondisi ini membuat informasi penganggaran pada SIRIKA belum dapat 

diakses secara cepat, akurat, dan real time, sehingga untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dan real time adalah dengan menghubungi langsung UKE 

I terkait. Merujuk pada Permenkeu 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran 

Belanja K/L dalam Pasal 2, 3, dan 4 (butir c) yaitu:  

Merujuk pada Permenkeu 158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pemberian 

Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa “K/L yang telah melakukan 

optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya, mendapatkan 

penghargaan untuk menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut 

pada penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Tetapi bagi K/L yang tidak 

sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, akan 

mendapat sanksi pemotongan anggaran belanja pada penetapan alokasi anggaran 

tahun anggaran berikutnya. Adapun maksud dari capaian kinerja penganggaran 

tahun sebelumnya yaitu: 1) Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 

adalah 95%; 2) Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95%; dan 3) 

Laporan keuangan K/L harus mendapatkan predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian.”  

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka K/L dituntut untuk secara optimal 

melakukan penyerapan anggaran dan capaian output minimal sebesar 95% 
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(sembilan puluh lima persen). K/L yang tidak melakukan penyerapan anggaran 

secara optimal akan dikenakan sanksi yaitu anggaran belanjanya dipotong pada 

penetapan alokasi anggaran di tahun berikutnya, dan sebaliknya K/L yang 

melakukan penyerapan anggaran secara optimal akan mendapatkan penghargaan 

pada penetapan alokasi anggaran di tahun berikutnya. Oleh sebab itu, SIRIKA 

dibangun dengan tujuan untuk memudahkan monitoring pagu, realisasi, dan sisa 

anggaran yang cepat, akurat, dan real time, maka Kemendagri membangun 

SIRIKA. Berdasarkan table dibawah ini, realisasi penyerapan anggaran triwulan 

I dan II dari tahun 2018-2020 terlihat sangat lambat. Namun pada triwulan III 

dan IV, realisasi penyerapan anggaran direalisasikan secara tidak efektif dan 

efisien karena terlihat persentase penyerapan anggaran pada kedua triwulan 

tersebut sangat cepat dibandingkan dengan triwulan I dan II. Namun merujuk 

pada data yang tercantum dalam tabel diketahui bahwa realisasi penyerapan 

anggaran di Kemendagri dari tahun 2018-2020 secara persentase mengalami 

kenaikan dan penurunan yaitu dari 94,59%, 96,81%, 98,97%, dan 96,79%. 

 

Tabel 2. Penyerapan Anggaran Triwulan I – IV Kemendagri 

Sumber: Kemendagri, 2020 

 

 

 

3. Kemendagri belum melakukan tindakan pemberian penghargaan dan hukuman 

terhadap UKE I yang telah menggunakan maupun yang belum menggunakan 

SIRIKA secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran. Priyadi dkk. 

(2020) dalam penelitian tentang Pengaruh Penghargaan dan Hukuman Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Bank Mandiri, TBK., menuliskan bahwa secara 
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bersamaan jika dilakukan dengan baik dan benar akan membawa dampak 

terhadap kinerja karyawan. Pemberian penghargaan dalam prakteknya dapat 

menaikkan motivasi kinerja karyawan. Sedangkan pemberian hukuman juga 

dalam prakteknya dianggap mampu menaikkan kinerja pegawai. Secara 

keseluruhan tujuan dari pemberian penghargaan dan hukuman ini adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka. Pratama dan 

Sukarno (2021) tentang Analisis Penilaian Kinerja, Reward, dan Punishment 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa 

Timur juga meyimpulkan bahwa pemberian reward mampu meningkatkan 

kinerja pegawai, sedangkan punishment yang telah berjalan diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan dua penelitian di atas, maka 

pemberian reward dan punishment layak untuk dipertimbangkan bagi UKE I di 

lingkungan Kemendagri yang telah melakukan maupun yang belum melakukan 

penggunaan SIRIKA secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran.  

Penelitian mengenai implementasi kebijakan SIRIKA, khususnya dalam hal 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri ini dianggap penting karena 

SIRIKA ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat karena adanya isu/masalah  

dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, sehingga Menteri Dalam 

Negeri memandang perlu untuk merumuskan sebuah kebijakan. Dalam prosesnya, 

pembuatan kebijakan SIRIKA ini tentunya menggunakan anggaran yang tidak 

sedikit karena harus menyelenggarakan rapat internal maupun eksternal 

Kemendagri. Selanjutnya, setelah kebijakan ini disahkan, sosialisasi dengan 

seluruh UKE I Kemendagri pun perlu dilakukan agar seluruh UKE I mengerti 

manfaat, tujuan, dan tata cara penggunaan SIRIKA tersebut. Disamping itu, 

kebijakan SIRIKA ini sendiri telah berjalan selama tiga tahun di Kemendagri, 

namun dalam implementasinya masih mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa kebijakan SIRIKA tersebut 

belum dapat diimplementasikan secara optimal di Kemendagri. Dengan demikian 

diharapkan lewat penelitian ini akan diperoleh strategi sebagai upaya untuk 

mengoptimalkan implementasi kebijakan SIRIKA kedepannya. Strategi ini juga 
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nantinya dapat dijadikan sebagai alternatif dalam optimalisasi kebijakan SIRIKA 

bagi UKE I sebagai user/pengguna SIRIKA dan Biro Perencanaan Sekretariat 

Jenderal sebagai penanggung jawab kebijakan SIRIKA di Kemendagri.  

Penelitian ini mengambil locus di Kemendagri adalah untuk mendapatkan 

gambaran atas implementasi kebijakan SIRIKA, studi kasus dalam perencanaan 

dan penganggaran di lembaga pemerintah yang mewakili pemerintah pusat dan 

dapat menjadi rujukan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah mengingat 

Kemendagri merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 

membina pemerintah daerah. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka judul yang 

diangkat oleh peneliti adalah: “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM 

INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KINERJA 

(SIRIKA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa 

hal yang diidentifikasi sebagai masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Informasi Perencanaan terkait TOR dan RAB dua belas UKE I di Kemendagri 

belum lengkap karena masih terdapat beberapa UKE I yang belum  

mengirimkan file/dokumen pada menu TOR dan RAB SIRIKA.  

2. Informasi Penganggaran terkait Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Sisa 

Anggaran UKE I di Kemendagri belum terinput secara berkala dalam SIRIKA. 

Kondisi ini membuat informasi penganggaran pada SIRIKA belum dapat 

diakses secara cepat, akurat, dan real time.  

3. Kemendagri belum melakukan tindakan pemberian reward dan punishment 

terhadap UKE I yang telah menggunakan maupun yang belum menggunakan 

SIRIKA secara optimal dalam perencanaan dan penganggaran. 
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C. Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini berdasarkan 

uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang dan identifikasi masalah 

adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIRIKA dalam 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri belum optimal? 

2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan SIRIKA dalam perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri agar berjalan dengan optimal?  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah 

ditetapkan, yakni: 

1. Untuk menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

SIRIKA dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri belum optimal. 

2. Untuk memberikan strategi terkait dengan implementasi kebijakan SIRIKA 

dalam perencanaan dan penganggaran agar terlaksana dengan baik dan optimal 

di Kemendagri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah mendapatkan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini akan 

memberikan hasil yang bermanfaat praktis dan teoretis, yaitu: 

1. Manfaat Praktis  

a. Memberikan gambaran atas permasalahan tentang implementasi 

kebijakan perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi di 

lingkungan Kemendagri. 

b. Memberikan alternatif penyelesaian masalah dengan menyusun strategi 

yang disampaikan diakhir penelitian ini agar implementasi SIRIKA 

dalam perencanaan dan penganggaran di Kemendagri dapat berjalan 

dengan optimal. 



16 
 

2. Manfaat Teoretis  

a. Meningkatkan kemampuan dan wawasan berpikir terhadap penerapan 

teori yang diperoleh pada masa perkuliahan yang dituangkan ke dalam 

penelitian ini.  

b. Menambah referensi terhadap penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam tentang implementasi kebijakan pada perencanaan dan 

penganggaran dengan berbasis sistem informasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

peneliti pada Bab IV, maka kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan SIRIKA di Kemendagri jika dilihat dari indikator 

interpretasi model kebijakan Charles O. Jones (1996:296) yaitu Organisasi, 

Interpretasi, dan Aplikasi serta tiga indikator lainnya yang ditambahkan oleh 

peneliti yaitu: Kekuasaaan, Karakteristik Lembaga, dan Kepatuhan, diketahui 

bahwa:  

a. Organisasi belum cukup baik mendukung optimalisasi implementasi 

kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di 

Kemendagri karena kompetensi dan keahlian SDM dalam teknologi 

informasi masih kurang mumpuni. Demikian juga dengan ketersediaan 

alokasi anggaran masih sangat terbatas untuk pengembangan SIRIKA.  

b. Interpretasi sudah sangat baik mendukung optimalisasi implementasi 

kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di 

Kemendagri. Pada prinsinya Unit Kerja Eselon I sudah memahami maksud 

dan tujuan penggunaan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran 

di Kemendagri. Pemberitahuan tertulis, rapat koordinasi, dan sosialisasi 

adalah media komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh Biro 

Perencanaan dengan Unit Kerja Eselon I.  

c. Aplikasi juga dikatakan belum cukup baik mendukung optimalisasi 

implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri, karena perkembangan SIRIKA dari awal 

dibangun hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga 

penggunaan SIRIKA menjadi belum efektif dan efisien dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. 
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d. Kekuasaan adalah salah satu indikator yang dianggap belum cukup baik 

mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, karena pimpinan tidak 

menekankan secara kuat dan tegas instruksi penggunaan SIRIKA pada Unit 

Kerja Eselon I. 

e. Karakteristik Lembaga juga menjadi salah satu indikator yang belum 

mendukung optimalisasi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, karena belum mampu 

membuat para agen pelaksana kebijakan di Unit Kerja Eselon I untuk 

menggunakan SIRIKA dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan 

instruksi pimpinan. 

f. Kepatuhan adalah indikator lainnya yang belum mendukung optimalisasi 

implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri, karena tingkat kepatuhan Unit Kerja Eselon I 

masih sangat rendah dalam merespon instruksi pimpinan agar menggunakan 

SIRIKA dengan taat dan tertib dalam proses perencanaan dan penganggaran 

di Kemendagri..   

2. Merujuk pada informasi yang digali dari para informan kunci, hal pertama yang 

paling dominan mempengaruhi implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri belum optimal adalah sikap 

pimpinan yang tidak tegas serta belum diberlakukannya reward dan punishment 

kepada Unit Kerja Eselon I yang belum menggunakan SIRIKA dengan tertib dan 

taat. Sedangkan hal lainnya yang paling dominan adalah SIRIKA yang sampai 

saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan tetapi belum juga 

terintegrasi dengan KRISNA dan SAKTI. Adapun urgensi diterbitkannya 

Permendagri 18/2021 yang mengamanatkan pembangunan SIRIKA adalah 

untuk membantu Unit Kerja Eselon I dalam proses perencanaan dan 

penganggaran di Kemendagri agar lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan 

tenaga, serta dapat diakses kapan dan dimana saja dengan data yang akurat dan 

real time.  
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3. Oleh karena SIRIKA yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap 

pengembangan dan belum terintegrasi dengan KRISNA dan SAKTI, maka 

SIRIKA belum dapat menarik data Rencana Kerja di KRISNA dan data 

RKA/KL di SAKTI dan demikian sebaliknya KRISNA dan SAKTI juga belum 

dapat menarik data dari SIRIKA jika terjadi perubahan data dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Unit Kerja Eselon I Kemendagri, sehingga 

Unit Kerja Eselon I merasa SIRIKA belum efektif dan efisien untuk digunakan 

dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. Hal ini sekaligus 

menjadi salah satu alasan Unit Kerja Eselon I belum secara aktif menggunakan 

SIRIKA. 

4. Permendagri 18/2021 belum memuat pasal yang mengatur tentang kewajban 

penggunaan SIRIKA maupun pasal yang mengatur tentang reward dan 

punishment. Hal ini membuat Unit Kerja Eselon I tidak bersungguh-sungguh 

menggunakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di 

Kemendagri karena tidak adanya penekanan kewajiban secara tertulis yang 

dituangkan dalam peraturan dan tidak adanya acuan pemberian reward dan 

punishment sehingga tidak ada dorongan motivasi dan efek jera bagi Unit Kerja 

Eselon I, baik yang sudah patuh maupun yang tidak patuh menggunakan 

SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. 
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B. Saran  

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas serta untuk menindaklanjuti 

indikator-indikator yang menjadi penghambat optimalisasi kebijakan SIRIKA,  

maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang diyakini dapat mengoptimalkan 

implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penanggaran di 

Kemendagri, yaitu sebagai berikut: 

1. Organisasi, Langkah strategis yang disarankan adalah: 

a) Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I mengadakan atau 

mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan/workshop/bimbingan 

teknis di bidang teknologi informasi agar kompetensi serta keahlian 

pegawai sesuai dengan kebutuhan.  

b) Biro Perencanaan mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk 

pembangunan SIRIKA. 

c) Selanjutnya terkait dengan komitmen pimpinan, Biro Perencanaan 

melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal yang 

menyatakan bahwa SIRIKA wajib digunakan oleh seluruh Unit Kerja 

Eselon I dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. 

2. Aplikasi, langkah strategis yang disarankan adalah: 

Perlu segera dilakukan koordinasi dan komunikasi pada level pimpinan antara 

Kemendagri, BAPPENAS dan Kemenkeu untuk percepatan integrasi SIRIKA 

dengan KRISNA dan SAKTI. 

3. Kekuasaan, langkah strategis yang disarankan adalah: 

Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan kepada Biro Perencanaan 

agar segera melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal 

yang mengatur agar Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan SIRIKA dalam 

proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, serta menambahkan pasal 

yang mengatur pemberian reward kepada Unit Kerja Eselon I yang patuh 

terhadap kebijakan SIRIKA dan punishment kepada Unit Kerja Eselon I kepada 

Unit Kerja Eselon I yang tidak patuh terhadap kebijakan SIRIKA sebagai efek 

jera. 
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4. Karakteristik Lembaga, langkah strategis yang disarankan adalah sama dengan 

indikator kekuasaan, yaitu: 

Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan kepada Biro Perencanaan 

agar segera melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal 

yang mengatur agar Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan SIRIKA dalam 

proses perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, serta menambahkan pasal 

yang mengatur pemberian reward kepada Unit Kerja Eselon I yang patuh 

terhadap kebijakan SIRIKA dan punishment kepada Unit Kerja Eselon I kepada 

Unit Kerja Eselon I yang tidak patuh terhadap kebijakan SIRIKA sebagai efek 

jera. 

5. Kepatuhan, langkah strategis yang disarankan adalah:  

a) Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I membuat mandatory 

assignment atau pakta integritas untuk mengikat komitmen pinpinan seluruh 

Unit Kerja Eselon I terhadap implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri. 

b)  Biro Perencanaan membuat SK penugasan terhadap petugas SIRIKA yang 

ada di Bagian Perencanaan Unit Kerja Eselon I untuk lebih menekankan 

tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap 

petugas SIRIKA sesuai dengan yang tercantum dalam SK penugasan 

tersebut. 

Berdasarkan Langkah strategis yang disarankan pada masing-masing 

indikator di atas, maka langkah strategis yang paling disarankan oleh peneliti guna 

mengoptimalkan kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran 

di Kemendagri adalah: 

1. Biro Perencanaan bersama dengan Unit Kerja Eselon I berkoordinasi dengan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk melaksanakan 

pelatihan/workshop/bimbingan teknis  di bidang teknologi informasi dalam 

rangka meningkatkan keahlian SDM.  

2. Sekretaris Jenderal menginstruksikan kepada Biro Perencanaan agar segera 

melakukan revisi Permendagri 18/2021 dengan menambahkan pasal yang 
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mengatur agar Unit Kerja Eselon I wajib menggunakan SIRIKA dalam proses 

perencanaan dan penganggaran di Kemendagri, serta menambahkan pasal yang 

mengatur pemberian reward kepada Unit Kerja Eselon I yang patuh terhadap 

kebijakan SIRIKA dan punishment kepada Unit Kerja Eselon I kepada Unit 

Kerja Eselon I yang tidak patuh terhadap kebijakan SIRIKA sebagai efek jera . 

3. Sekretaris Jenderal menginsturksikan Biro Perencanaan bersama dengan Unit 

Kerja Eselon I membuat mandatory assignment atau pakta integritas untuk 

mengikat komitmen pinpinan seluruh Unit Kerja Eselon I terhadap 

implementasi kebijakan SIRIKA dalam proses perencanaan dan penganggaran 

di Kemendagri. 

4. Sekretaris Jenderal segera melakukan koordinasi dan komunikasi pada level 

pimpinan antara Kemendagri, BAPPENAS dan Kemenkeu untuk percepatan 

integrasi SIRIKA dengan KRISNA dan SAKTI.  
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